PERIJINAN PEMBANGUNAN RAWASAN
DALAM PENATAAN RUANG

Oieh B. Kombaitan

DEVELOPMENTS permit of a zone in various stages refated to the last two scopes of spatial plan-
ning, spatial use and control in spatial use. ' :

This article review some example of development permits recognized today, after explaining the po-
sition of permit in spatial planning. As an illustration, an example of a permit procedure in industrial
zone is given.

On the basis of the illustration, the correlation between the permit issue with the spatial planning is
shown. The correlation between various hierarchical spatial planning product and environmernital stu-
dy or plan with hierarchical permit issue, will be the main focus of this ariicle.

So, this hierarchical correlation is still not well recognized, so that through this understanding it is
modeful that spatial planning can be made more effective. It is also hopeful that this review can

enhance public partcipation in spatial planning.

Pendahuluan

Perijinan pembangunan unit kegiatan budidaya
produktif atau konsumtif dalam berbagai ting-
katan skala terkait erat dengan dua lingkup ter-
akhir Penataan Ruang, yakni pemanfaatan ru-
ang dan pengendaliannya. Tulisan ini memba-
has petijinan pembangunan pada tingkat ka-
wasan, dengan tiga hahasan utama.

Setelah memperjelas kedudukan perijinan da-
lam Penataan Ruang, bagian pertama akan
menguraikan beberapa contoh perijinan pem-
bangunan, dilengkapi maksud dan acuan yang
sering digunakan dalam penerbitannya. Bagian
kedua memberi ilustrasi untuk contoh kasus
prosedur perijinan. Kawasan Industri sebagai
salah satu contoh kawasan Budidaya.

Bagian ketiga, menunjukkan hubungan pener-
bitan ijin dengan perencanaan tata ruang. Ke-
terkaitan berbagai jenjang produk rencana tata
ruang dan studi/rencana lingkungan dengan

penerbitan ijin, akan menjadi pokok perhatian.
Mubungan yang berjenjang int masih kurang
disadari, sehingga pemahamannya diharapkan
membantu efektivitas pemanfaatan ruang. Di
fain pihak, pemahaman ini membantu dalam
upaya peningkatan peransera masyarakat da-
lam penataan ruang, mengingat pemberitaan
pers dalam kasus terkait sering tidak lengkap.

Bagian akhir mengemukakan saran penyem-
purnaan yang terkait pada kedua Hngkup ter-
akhir penataan ruang di atas.

Perijinan Pembangunan Kawasan

Kaitan dengan Pemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

UUPR Nomor 24 Tahun 1992 membagi Pena-
taan Ruang atas 3 lingkup utama:

a. Perencanaan Tata Ruang dengan hasil uta-
ma Rencana Tata Ruang (RTR) dalam ber-

!
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bagai tingkatan wilayah dan kawasan. RTR
terutama berisikan pola alokasi pemanfa-
atan ruang dari berbagai aktivitas pemba-
ngunan beserta sarana dan prasarana pe-
nunjang aktivitas tersebut. RTR kemudian
dilengkapi arahan aspek pelaksanaan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan
aktivitas, sarana dan prasarana tersebut.

Tingkatan skala wilayah dan kawasan akan
menentukan macam atau bentuk pola alo-
kasi pemanfaatan ruang dan tipe aktivitas/
sarana/prasarana yang nampak dalam tiap
fenjang RTR.

. Pemanfaatan Ruang

Karena Ruang bersifat terbatas, maka pe-
manfaatannya harus diatur agar memenuhi
kebutuhan semua pihak secara adil, efisien
dan berkelanjutan.

Pemanfaatan ruang melalui pengaturan itu,
dapat dicapai jika pelaksanaan pembangu-
nan aktivitas/sarana/prasarana pemanfaat-
an ruang didasarkan pada RTR. Dengan
demikian lingkup kedua yang mendasarkan
dirinya pada RTR kerap disebut sebagai
Pelaksanaan RTR.

Selain penyusunan program pelaksanaan
dan pembiayaan untuk mempromosikan |o-
kasi yang telah diarahkan dalam RTR, ke-
giatan rinci utama lainnya dalam lingkup ke-
dua, adalah pelaksanaan pembangunan ak-
tivitas/sarana/prasarana di lokasi tersebut.

Dalam kaitan ini, kegiatan perijinan lahir un-
tuk menjamin kesesuaian antara pelaksa-
naan pembangunan oleh masyarakat, dunia
usaha atau swasta, dan pemerintah dengan
arahan pengembangan sektor (macam, ku-
antitas, kualitas maupun lokasi) menurut
RTR. Jaminan ini penting untuk menjaga
ketercapaian tujuan pengembangan wilayah
vang diemban lokasi tadi dengan memper-
timbangkan kualitas ruang yang ada.

Hal terpenting lainnya adalah bahwa melalui
periinan, kegiatan pelaksanaan pembangu-
nan oleh ketiga pihak tadi memperoleh ke-
pastian hukum,

. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, atau
disebut Pengendalian Pelaksanaan RTR,

Pengendalian terdiri atas pengawasan dan
peneriban pemanfaatan ruang. Pengawa-
san diselenggarakan dalam bentuk pelapo-
ran, pemantauan dan evaituasi. Peneniban
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diselenggarakan dalam bentuk pengenaan
sanksi.

Dalam lingkup ketiga ini, perijinan terkait pa-
da kegiatan pemantauan terhadap macam
kegiatan pelaksanaan pembangunan yang
merupakan maksud pemberian ijin. Misal-
nya jika macam kegiatan pelaksanaan pem-
bangunan yang terkait ke penerbitan ijin lo-
kasi di lingkup kedua adalah "melaksanakan
kegiatan perolehan tanah" maka kegiatan
pemantauan yang dilakukan lembaga/ins-
tansi penerbit ijin adalah mengecek sebe-
rapa jauh kegiatan perolehan tanah ini telah
dilaksanakan sesuai ketentuan yang disya-
ratkan dalam ijin lokasi dimaksud. Pener-
tiban kemudian dilihat sebagai pengenaan
sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap
Ketentuan yang disyaratkan.

Macam Perijinan
Pembangunan Kawasan

ljin Pembangunan Kawasan dapat dikelompok-
kan atas 3-4 bagian (lihat Gambar 1):

1. ljin Kegiatan/Sektor, merupakan persetu-

juan pengembangan aktivitas/sarana/prasa-
rana yang menyatakan bahwa aktivitas bu-
didaya yang akan mendominasi kawasan
memang sesuai atau masih dibutuhkan atau
merupakan bidang yang terbuka di wilayah
tempat kawasan itu terletak. ljin ini diter-
bitkan instansi pembina/pengeiola sektor
terkait dengan kegiatan dominan tadi. Ting-
katan instansi ditetapkan sesual aturan di
Departemen/Lembaga terkait.

Pada dasarnya dikenal 2 tingkatan ijin kegi-
atan/sektor, yakni

a. ljin Prinsip, merupakan persetujuan
pendahuluan yang dipakai sebagai ke-
lengkapan persyaratan teknis permoho-
nan ijin lokasi. Bagi perusahaan PMDN/
PMA, Surat Pesetujuan Penanaman Mo-
dal (SPPM) untuk PMDN dari Meninves/
Ketua BKPM atau Surat Pemberitahuan
Persetujuan Presiden untuk PMA, digu-
nakan sebagai ijin prinsip.

b. ljin Tetap, merupakan persetujuan akhir
setelah fjin lokasi diperoleh. ljin lokasi
menjadi persyaratan, mengingat sebe-
lum memberikan persetujuan final ten-
tang pengembangan kegiatan budidaya,
lokasi kawasan yang dimohon bagi pe-
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ngembangan aktivitas tersebut juga telah
sesuai dan malah tingkat perolehan ta-
nahnya telah memperoleh kemajuan ber-
arti (misalnya untuk Kawasan Industri
60%, sebelum PAKTO 1993). Selain itu
kelayakan pengembangan kegiatan dari
segi lingkungan hidup harus telah dike-
tahui melalui hasil studi AMDAL.

Perijinan kegiatan/sektor seperti di atas u-
mumnya berlaku untuik setiap bidang usaha
berskala besar seperti Kawasan Industr,
Kawasan Berikat, Kawasan Perumahan,
Kawasan Pariwisata, Kota Baru, Kawasan
Pertambangan, Kawasan HPH dan HPH-TI,
Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan,
Kawasan Peternakan, dan sebagainya.

Khusus bagi Kawasan Perumahan tidak di-
kenal {jin Tetap, juga ijin prinsip diterbitkan
oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat I me-
ngingat "lemahnya" instansi sektoral terkait
(Dinas Perumahan) atau belum tersedianya
instansi vertikal Kantor Menteri Negara Pe-
rumahan Rakyat di daerah. Dibentuknya
BKP4N (Badan Kebijakan dan Pengenda-
lian Pembangunan Perumahan dan Permu-
kiman Nasional, Keppres Nomor 37 Tahun
1994) yang segera akan diikuti oleh BP4D
(Badan Pengendalian Pembangunan Peru-
mahan dan Permukiman Daerah) di daerah
Tingkat Il mungkin akan mewarnai peru-
bahan prosedur ijin kawasan perumahan.

Dengan telah diperoteh ljin Tetap bagi ka-
wasan budidaya, selanjutnya tiap jenis usa-
ha rinci yang akan mengisi kawasan secara
individual petlu memperoleh ljin Usaha se-
suai karakteristik tiap kegiatan usaha rinci,
SIPD (Surat ljin Penambangan Daerah) dan
SIPA (Surat ljin Pengambilan Air) dapat di-
kelompokkan dalam kategori ljin Usaha se-
lain yang telah dikenal (SIUP, SIUPP, dily,

. ljin Pertanahan, yang diawali dengan ijin
Lokasi dan dilanjutkan dengan penerbitan
Sertifikat Hak Atas Tanah.

a. ljin Lokasi, merupakan persetujuan lo-
kasi bagi pengembangan aktivitas/sara-
na/prasarana yang menyatakan kawasan
yang dimohon pihak pelaksana pemba-
ngunan atau pemohon sesuai untuk dj-
manfaatkan bagi aktivitas dominan yang
telah memperoleh ljin Prinsip.

[jin lokasi akan dipakai sebagai dasar da-
lam melaksanakan perolehan tanah me-
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lalui cara pengadaan tertentu dan dasar
bagi pengurusan hak atas tanah,

Acuan yang sering digunakan dalam pe-
nerbitan ijin lokasi ini adalah:

» Kesesuaian lokasi bagi pembukaan/pe-
ngembangan aktivitas dilihat dari:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (ter-
utama Eksternal)

- Keadaan Pemanfaatan Ruang Eksis-
ting (yang terlihat saat ini); dikenal
sebagai Pertimbangan Aspek Tata
Guna Tanah

- Status Tanah dari lokasi tersebut.

» Bagi lokasi di Kawasan Tertenty, suatu
kajian khusus mengenai dampak ling-
kungan pengembangan aktivitas budi-
daya dominan terhadap kualitas ruang
yang ada hendaknya menjadi pertim-
bangan dini. Contoh kasus yang gayut
misalnya adalah persyaratan perijinan
bagi pembukaan kawasan wisata dan
kawasan perumahan di Kawasan Ban-
dung Utara. Dalam prosedur standar
vang umum berlaku, kajian khusus se-
perti ini (misalnya AMDAL) baru dibu-
tuhkan saat pengurusan ljin Tetap atau
untuk Kawasan Perumahan karena ti-
dak berijin tetap baru dibutuhkan saat
pengurusan IMB,

Persyaratan Tambahan yang dibutuhkan
adalah:

= Surat Persetujuan Prinsip tersedia

e Surat Pernyataan Kesanggupan akan
memberi ganti rugi atau penyediaan
tempat penampungan bagi pemilik
yang berhak atas tanah yang dimohon.

Surat ijin lokasi diterbitkan Kepala Kantor
Pertanahan Dati Il sejak lahirnya Pakto
1993, setelah mengadakan rapat koordi-
nasi dengan instansi:

s Asisten | Tatapraja Setwilda Tingkat |/
= Bappeda Tingkat il

» Dinas PU/Tata Kota Tingkat ||

= Instansi Sektoral terkait pengelola:

- kegiatan budidaya dominan yang a-
kan dikembangkan (instansi penerbit
ijin prinsip)

- kegiatan budidaya/lindung yang ada
di fokasi yang dimohon saat ini

e Camat setempat.
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Ketentuan syarat perolehan tanah dican-
tumkan dalam Surat fjin lokasi. Kegiatan
pemantauan dan penelitian dilakukan se-
suail ketentuan persyaratan ini.

. Hak Atas Tanah, walaupun sebenarnya
bukan merupakan perijinan namun dapat
dianggap sebagai persetujuan kepada
pihak pelaksana pembangunan untuk
mengembangkan kegiatan budidaya di
atas lahan yang telah diperoleh.

Macam hak yang akan diperoleh sesuai
dengan sifat pihak pelaksana dan sifat
kegiatan budidaya dominan yang akan
dikembangkan.

Pada tingkat kawasan, hak yang diberi-
kan umumnya bersifat kolektif (misalnya
dikenal HGB Induk). Tergantung sifat ak-
tivitas budidayanya, hak kepemilikan in-
dividua! dapat dikembangkan dari hak
kolektif.

3. ljin Perencanaan dan Bangunan

a. ljin Perencanaan, inilah ijin pemanfaat-

an ruang yang sebenarnya karena sete-
lah ljin Lokasi menyatakan kesesuaian
lokasi bagi pengembangan aktivitas bu-
didaya dominan, ljin Perencanaan me-
nyatakan persstujuan terhadap aktivitas
pudidaya rinci yang akan dikembangkan
dalam “Kawasan. Pengenalan Aktivitas

budidaya rinci dilakukan melalui penela- -

ahan RTR rinci Kawasan Internal. Ke-
lengkapan sarana dan prasarana yang
- akan mendukung aktivitas budidaya rinci
dan ketepatan pola alokasi pemanfaatan
ruangnya dalam internal kawasan atau
sub kawasan menjadi perhatian utama.
fjin Penggunaan Lahan diduga merupa-
kan istilah lain yang digunakan beberapa
Pemda. ljin Perencanaan diterbitkan
DTK Kotamadya atau DPU Kabupaten.

. ljin Mendirikan Bangunan

Setiap aktivitas budidaya rinci yang ber-
sifat binaan (bangunan) kemudian periu
memperoleh IMB jika akan dibangun.
Perhatian utama diarahkan pada kelaya-
kan struktur bangunan melalui penela-
ahan Rancangan Rekayasa Bangunan;
Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan
{terutama Bangunan berskala besar, me-
gastruktur); atau rancangan arsitektur di
tiap persil).

IMB diterbitkan Dinas Pengawasan Pem-
bangunan Kota Kotamadya atau Dinas
PU Kabupaten.
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Selain Persyaratan Teknis Bangunan se-
bagaimana diatur Pedoman Teknis Men-
teri PU, SIMB juga akan memuat keten-
tuan persyaratan teknis persil dan ling-
kungan sekitar, misal garis sempadan
(jalan dan bangunan), KDB, KLB, KH.

4. ljin Lingkungan

ljin Lingkungan pada dasarnya merupakan
persetujuan yang menyatakan aktivitas bu-
didaya rinci yang terdapat dalam kawasan
yang dimohon "layak" dari segi lingkungan
hidup.

Dikenal dua macam [jin Lingkungan:

a. ljin HO/Undang-undang Gangguan, te-
rutama untuk kegiatan usaha yang tidak
mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan hidup (bukan obyek AMDAL).
fin ini umumnya diterbitkan Bupati/Wali-
kota melalui Sekwilda Tingkat L.

b. Persetujuan RKL dan RPL, untuk ka-
wasan yang sifat kegiatan budidaya rinci
yang berada di dalamnya secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama berdam-
pak penting terhadap lingkungan hidup.
Acuan yang digunakan dengan demikian
adalah Dokumen AMDAL. yang pada ba-
gian akhirnya menjelaskan RKL (Ren-
cana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL
(Rencana Pemanfaatan Lingkungan) pa-
da tingkatan kegiatan budidaya rinci (jika
dibutuhkan) dan pada tingkat kawasan.

Persetujuan RKL/RPL diterbitkan Menteri
LH {Kawasan Terpadu), dan Menteri ter-
kait atau Gubernur tergantung karakte-
ristik Kawasan yang dimohon setelah
melaiui Komisi AMDAL Terkait.

Contoh Kasus Prosedur Perijinan
Pembangunan Kawasan

Sebagai contoh akan dikemukakan Prosedur
Perijinan Pembangunan Kawasan Industri.

Munculnya Keppres Nomor 53/1989 tentang
Kawasan Industri beserta aturan pelaksana-
annya menjelaskan bagaimana hubungan an-
tarperijinan yang berjenjang serta bagaimana
RTR dan S/PL sesuai jenjang masing-masing
digunakan sebagai dasar atau acuan dalam
penerbitan masing-masing ijin tersebut.
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Kebutuhan ATR Kawasan (Internal) dan S/PL
yang berkualitas memadai serta ketidaksiapan
RTRW Eksternal dapat memberi citra semakin
sulit dan panjangnya mata rantai perijinan,

Pandangan tentang tingkat kemampuan pe-
ngendalian instansi pemberi ijin dan tingkat ke-
arifan pihak pelaksana/pemohon sangat mem-
pengaruhi deregulasi perijinan.

Gambar 2 memperlihatkan Prosedur Perijinan
Kawasan Industri dengan beberapa perubahan
pada saat lahirnya PAKTO 1993 antara lain:

Penghapusan ljin Konfirmasi Pencadangan

Tanah oleh Gubernur (dan dengan sendiri-

nya Rekomendasi Pencadangan Tanah o-

leh Bupati/Walikota)

- ljin Lokasi diterbitkan langsung oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya (dahulu
namanya ljin Lokasi dan Pembebasan Ta-
nah oleh Gubernur KDH Tingkat )

- Dimungkinkannya penerbitan ljin tetap Par-
sial (minimal 20 Ha)

- Penghapusan Penyajian Informasi Lingku-
ngan {PIL) sebagai dasar dalam Penerbitan
ljin Prinsip Kawasan

- Keharusan Perusahaan Industri menyusun
RKL/RPL dengan mengacu kepada RKL/
RPL Kawasan Industri

- Dimungkinkannya Kawasan Peruntukan In-
dustri menjadi Kawasan Industri (minimal 10
Ha)

- Perusahaan Industri dalam Kawasan Indus-
tri yang Wajib AMDAL tidak memerlukan ljin
HO/UUG

- Diperkenatkannya Post-Audit Method dalam
penerbitan IMB.

- Diperkenalkannya Kawasan Perumahan se-

bagai salah satu elemen Internal Kawasan

Industri.

Kaitan Perijinan dengan
Perencanaan Tata Ruang dan
Studi/Perencanaan Lingkungan

Di atas telah disebutkan berbagai produk Ren-
cana Tata Ruang dan Studi/Rencana Lingku-
ngan yang jadi acuan dalam penerbitan ijin.

Terlihat, bahwa ljin Pembangunan Kawasan
yang berjenjang (mulai dari persetujuan pe-
ngembangan kegiatan budidaya dominan da-
fam kawasan sampai persetujuan mengopera-
sikan kegiatan budidaya rinci dan membangun
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bangunan yang akan di tempati di tiap bagian
kawasan/blok peruntukan/persil) membutuhkan
acuan RTR dan S/RL yang berjenjang pula (/-
hat kembali Gambar 1). Kesepadanan/ kompa-
tibilitas ini perlu memperoleh perhatian lebih
agar pertimbangan yang digunakan dalam me-
nerbitkan tiap ijin makin mantap. Dengan de-
mikian kelengkapan jenjang RTR dan S/RL de-
ngan kualitas memadai menjadi keharusan da-
lam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai ilustrasi, Pasal 21 ayat (3) butir ¢
UUPR 24/1992 misalnya menjelaskan fungsi
pengarahan lokasi investasi sedangkan Pasal
22 ayat {3) butir c menjelaskan fungsi RTRW
Kabupaten/Kotamadya sebagai pedoman pe-
netapan lokasi investasi. Lebih lanjut Pasal 22
ayat (4) menegaskan fungsi ini dengan menya-
takan, bahwa dasar penerbitan perijinan lokasi
adalah RTRW Kabupaten/Kotamadya. ini ber-
arti RTR Kawasan Tertentu yang biasanya me-
rupakan Kawasan Antar Propinsi dan/atau Ka-
wasan Antar Daerah Tingkat il memerlukan
penjabaran dalam tiap RTRW Daerah Tingkat
Il terkait {lihat juga Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 10
ayat 3) untuk menjadi dasar dalam pembuka-
an/pengembangan Kawasan Tertentu tersebut.

RTRW Eksternal umumnya disusun Pemda
terkait; sedangkan RTR Kawasan (Internal)
dan S/RL umumnya disusun pihak pelaksana
pembangunan atau pemrakarsa kegiatan.

RTR Kawasan (Internal) yang bersifat Umum
(U) dibutuhkan sebagai dasar dalam pener-
bitan ljin Lokasi, jika pola alokasi pemanfaatan
ruang bagi kegiatan budidaya yang terlihat da-
lam RTRW Kabupaten/Kotamadya tidak sepa-
dan skalanya dengan kegiatan budidaya domi-
nan dalam Kawasan yang dimohon.

Jika suatu Kawasan Tertentu memerlukan per-
timbangan AMDAL dalam penerbitan ljin Loka-
si, maka penyiapan RTR Kawasan (Internal)
bersifat Detil/Teknis (D/Tk) yang sanggup me-
ngenali besaran pengembangan kegiatan budi-
daya rinci menjadi suatu keharusan pula.

Selain Ketersediaan RTR Kawasan (internal)
dan §/PL, perijinan jenjang tertentu pun mem-
butuhkan masukan berupa ketersediaan pra-
sarana strategik seperti Air Bersih, SD Energi
{Primer dan Listrik), Jalan Penghubung dan
sebagainya.
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Saran

Dalam kaitan dengan praktek perijinan pemba-
ngunan kawasan yang terlihat saat ini, dike-
mukakan dua buah saran berikut:

a. Mengingat sifat promosi yang dipunyai oleh
RTR, maka kegiatan perijinan dalam kaitan
dengan penataan ruang hendaknya dilihat
sebagai alat promosi. Dalam pengertian ini,
perijinan merupakan bagian utuh dari pe-
ngembangan perangkat insentif dan disin-
sentif dalam pemanfaatan ruang. Sifat dina-
mika dan “process-oriented" dari penataan
ruang itu, kemudian mengharuskan adanya
kajian ulang terhadap pertimbangan yang
dipakai dalam arahan pengembangan sek-
tor dalam RTR yang kemudian akan mem-
pengaruhi acuan dalam penerbitan ijin. Oleh
karenanya, selain RTR, acuan utama lajn-
nya adalah kajian dampak terhadap peruba-
han kualitas ruang yang akan terjadi.

b. Mengingat implikasi yang dapat ditimbulkan
dalam kegiatan penertiban sehingga bagian
dari pengendali pemanfaatan ruang maka:

- Penerbitan ijin hendaknya didasarkan pa-
da pertimbangan matang. Kemampuan
aktual pihak pelaksana (pemohon) melak-
sanakan kegiatan perolehan tanah dalam

batas waktu yang dipersyaratkan merupa-

kan contoh pertimbangan perijinan lokasi.

- RTR yang digunakan sebagai acuan hen-
daknya mempunyai kualitas memadai dan
sepadan dalam arti compatible dengan
tingkatan unit kegiatan yang dimohon.

- Dalam mengenali tindakan penertiban,
beberapa bentuk penyelesaian kreatif
hendaknya ikut dipertimbangkan. Misal-
nya pengkaitannya dengan konsep pe-
ngelolaan lahan (land management) dan
alternatif pengadaan tanah yang tersedia
merupakan contoh penyelesaian pada ijin
lokasi.
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- Ketentuan yang dipersyaratkan dalam su-
rat ijin hendaknya terkait betul dengan
macam pelaksanaan pembangunan yang
terkait ke maksud pemberian ijin. Sering
beberapa ketetentuan dalam ijin lokasi
misalnya tidak ada relevansinya dengan
kegiatan peroiehan tanah.

- Keterkaitan antarjenjang perijinan pemba-
ngunan periu disadari penuh oleh masing-
masing instansi pemberi ijin. Penertiban
kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan
secara sempurna karena kelalaian dari
instansi pemberi ijin yang pada akhirnya
akan merugikan pihak konsumen.

- Klarifikasi lembaga pemantau dan penyi-
apan program pemantauan serta pembi-
ayaannya masih merupakan titik terlemah
dalam upaya penertiban ini.
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